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BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 43.4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Menimbang

Mengingat

DAN BAN GUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

bahwa .pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayal
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan

* kemandirian daerah;

bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang PaJak Daerah dan Retribusi Daerah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan termasuk jenis
paJak daerah yang merupakan kewenangan Kabupaten,
~dan pelaksanaannya harus. diatur dengan- Peraturan
Bupati; . ' -
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara
Perigelolaan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan
Bangunan; :

Undang-Undang Nomor 7(Drt) Tahun 1956 tentangi_.
Pemmbéntukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara 'Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor -
" 1092); ‘

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209); -

Undang-Undang Nomor: 17 ’T‘ahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak’ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lernbaran
Negara Repubhk Indones1a Nomor 3634);

4. Undang- Undang



)

10.

11,

12.

'Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indon_ejsia Nomor 3685); ‘

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara .

Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 _ tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak.
Daerah dan Retribusi. Daerah (Lembaran. Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang ‘Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan .  Peraturan’ Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5234); _

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
diubah - beberapakali, terakhir dengan ~Undang-Undang .
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang . Nomor 23 . Tahun 2014 téntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor'5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana

" telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

33 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah; _

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam' Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

13. _Qahun Kabupaten...



Mehetapkan

13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011°
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aceh Barat,

14. Qanun -Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun. 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat
. Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,;

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi- dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengari
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat; |

16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN,

. BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : -

Dalam Peraturan Bupati ini yang.dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Aceh -Barat adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan
yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- -
masing.

Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas
langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Dinas Pengelolaan - Keuangan dan Kekayaan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat. :

6. Kepala Dinas ...
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10.

11.

12.

14,

15.

16.

17.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Kantor  Pertanahan adalah ‘Kantor Pertanahan Kabupateg Aceh
Barat. _ ‘ '
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

" atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Orgamsas1
Sosial Politik- atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

‘lamnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.
Bangunan adalah konstruksi-teknik yang ditanam atau d11ekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau peralran pedalaman dan/atau
laut. '

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disebut Pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. .

Perolehan Hak atas Tanah dan/ afau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pr1bad1 atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
sebagaimana - dimaksud dalam Undang- Undang di bidang-

' pertanahan dan bangunah.
13.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanJutnya d1smgkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana.tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP. ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. L '

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak. ' _

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar = pajak, pemdtong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan . sesuai dengan

‘ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban

seauai ...




18.

19,

20.

21,

22,

23,

sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. o ' .
Surat Ketetapan Pajak Daerah -Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumléh kredit pajak, jumlah
kekurangan  pembayaran pokok  pajak,  besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak' Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah’ Lebih ‘Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang. | : S
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti p‘embayaran‘ atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak 'yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

_tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. -

24,

25.

26.

Surat Ke'putusa'n Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan - hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan pérpajakan daerah yang terdapat' dalam
Surat  Pemberitahuan = Pajak Terutang, Surat Ketetapan Paj'ak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan - Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat .Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak. :

27. Nilai Perolehan ...




57 Nilaj Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP
adalah besaran nilai/ harga objek pajak yang dipergunakan sebagai
dasar pengenaan pajak. :

8. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya
disingkat NPOPTK adalah Besaran nilai yang merupakan -batas
tertinggi nilai/ harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

09. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangen yang
meliputi harta, Kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

30, Pemeriksaan adalah serangkajan keglatan ~menghimpun dan
mengolah data, keterangan' dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

. RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Tata cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan mencakup seluruh - rangkaian proses yang harus
dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan meélaporkan
penerimaan Pajak. - -

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prosedur pengisian formulir SSPD-BPHTB;

prosedur pembayaran; o

prosedur penelitian SSPD-BPHTB;

prosedur penagihan;

prosedur pengurangan; -

Prosedur penetapan lebili bayar; dan

g. prosedur pelaporan; o

(3) Prosedur pengisian formulir SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan tata cara pengisian_fofmulir
SSPD-BPHTB sebagai sarana pembayaran atau penyetoran pajak.

(4) Prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan prosedur pembayaran pajak terutang yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD-BPHTB.

(5) Prosedur penelitian SSPD-BPHTB sébagéimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c merupakan prosedur verifikasi yang dilakukan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Aceh Barat atas kebenaran, kejelasan dan kelengkapan SSPD-
BPHTB dan dokumen pendukungnya. : | -

™o o0 O

(6) Prosedur ...
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(6) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
merupakan  serangkaeian tindakan penagihan oleh Dinas
Pengelolaan - Keuangan’ dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh

Barat berdasarkan STPD, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran
yang telah jatuh tempo. I .

(7) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e merupakan prosedur penetapan persetujuan/ penolakan
atas pengajuan pengurangan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(8) Prosedur penetapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f merupakan penetapan sebagal dasar pengembalian
kelebihan pemibayaran pajak karena yang dibayar ternyata lebih
besar dari yang seharusnya terutang. |

(9) Prosedur pelaporén sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
merupakan prosedur pelaporan realisasi penerimaan pajek dan
akta pemindahan hak. '

Pasal 3

(1) Untuk  melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat menerapkan fungsi yang
membidangi Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan meliputi :

a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan;

c. penagihan;

d. data dan informasi; dan

e. pembukuan dan pelaporan

(2) Pendaftaran dan pendataari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bertugas melaksanakan penelitian lapangan atas
kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukungnya. 4 :

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas
melaksanakan penelitian administrasi kebenaran informasi yang
tercantum dalam SSPD-BPHTB, kelengkapan dokumen pendukung
SSPD-BPHTB, dan menetapkan SKPDKB/SKPDKBT.

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ bertugas
melakukan tindakan penagihan pajak dengan cara himbauan,
teguran atau. memperingatkan, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahen, melaksanakan penyitaan, penyanderaan
dan menjual barang penagihan yang telah disita. o

(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
bertugas untuk mengelola database terkait obyek pajak.

~ (6) Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan

pajak berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang
ditunjuk. '

Pasal 4 ...
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. Pasal 4

(1) Tata cara pelaporan  meliputi  proses pelaporan  yang
dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT dan/atau Kepala Kantor
yang membidangi pelayanan-lelang negara dalam pembuatan akta
atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan
kepada Bupau up. Kepala Dpkkd.

(2) Notaris dan/atau PPAT hanya dapat menandatangani akta
pemindahan  Hak ‘atas Tanah dan/atau Bangunan setelah

Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

P_asa_l 5

Notaris dan/atau PPAT dan/a_tau Kepala Kantor yéng.me'mbidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana .
dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi berdasarkan

‘ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 111

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Bea Perolechan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. '

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
adalah dalam hal: .

jual beli adalah harga transak51

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar; . .

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lamnya

adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengaklbatkan peralihan adalah nilai

pasar; :
h. peralihan karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilaf pasar;

i, pemberian hak baru- atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak adalah nilai pasar; '
pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak
adalah nilai pasar,
penggabungan usaha adalah mlau pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar; ‘

. pemekaran usaha adalah nilal pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga
transaksi yang tercantum dalam risalah lelang,.

he 80P
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(3) Jika Nilai ...



(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
~ ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih
rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan’ Pajak
Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan yarng dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya
BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Sementara,
(5) Surat Pemberitahuan. Pajak Terhutang Sementara sebagaimana
- ‘dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara., o
(6) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak
atau instansi yang berwenang untuk Kabupaten Aceh Barat, - .
(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
untuk setiap Wajib Pajak. | -
(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang
- diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga
. sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau
satu derajat kebawah dengan. pemberi hibah wasiat, termasuk
suami/istri, Nilai  Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar-Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

‘Pasal 7

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).

BABIV |
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BPHTE

. Bagian Kesatu .
Prosedur Pengisian Formulir SSPD-BPHTB

Pasal 8

(1) Wajib Pajak wajib menghitung dan mengisi SSPD-BPHTB,

(2) Tata cara pengisian SSPD-BPHTB sebagaimana tercantum
dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, '

(3) SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in{ terdiri
dari : (Lima Lembar) : :

a. Lembar 1 Untuk Wajib Pajak,

b, Lembar 2 : Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip,

C. Lembar 3 : Untuk Kepala Kantor .Pertanahan
' sebagai lampiran permohonan pendaftaran,

d. lembar 4



(3)

(2)
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4 Lembar 4  : Untuk DPKKD Kab.'Aceh Barat.
e. Lembar 5 : Untuk PT. BANK yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Prosedur pembayaran

Pasal 9

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan

menggunakan SSPD-BPHTB.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk. _
Prosedur pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana
tersebut dalam lampiran Il merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. . .

Bagian Ketiga
Prosedur Penelitian SSPD-BPHTB

Pasal 10

Setiap ' pembayaran pajak wajib diteliti oleh. fungsi yan
membidangi pajak daerah pada bidang pendapatan. _ :
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD-BPHTB;

b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD-BPHTB; dan

c. penelitian lapangan. | '

Prosedur penelitian .SSPD-BPHTB sebagaimana tercantum
dalam lampiran III merupakan -bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini. ‘

Bagian Keempat A.
Prosedur Penagihan

Pasal 11

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupdten Aceh Barat melaksanakan Penagihan Pajak dalam:
hal utang pajak ‘sebagaimana  tercantum  dalam  STPD, -
SKPDKB,I serta SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh
tempo. : - o

Pajak terutang yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh

tempo mengikuti prosedur penagihan berikut :

a. 7 (tujuh) hari sejak . diterimanya STPD, SKPDKB,
SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putgsa'n Banding, 'serta Putusan Peninjauan
Kembali oleh Wajib Pajak, diterbitkan surat himbauan;

b. 30 (tiga puluh)
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b, 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SPT, SKPDKB,
SKPDKBT, 'Surat'Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan diterbitkan STPD; |

c. 3 x 7 (tiga kali tujuh) hari sejak diterimanya Surat Tagihan
Pajak Daerah, diterbitkan Surat Teguran;

d. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya Surat Teguran

- diterbitkan Surat Paksa;.

e. 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan

-Surat Paksa, diterbitkan Surat Pemberitahuan

Melaksanakan Pelelangan (SPMP); L 4
f 14 (empat Dbelas) hari sejak Surat Pemberitahuan -

Melaksanakan Pelelangan (SPMP), dilaksanakan
Pengumuman Lelang; .
g. 14 (empat . belas) hari sejalk Pengumuman Lelang
dilaksanakan Pelelangan. - _
Prosedur penagihah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
merupakan bagian yang -tidak-f terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini. .

Bagian Kelima
~ Prosedur Pengurangan

Pasal 12

Atas permohonan Wajib‘APajak, dapat diberikan pengurangan Bea
perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal Kondisi Wajib
Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :

a.

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui
pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya
di bawah Nilai Jual Objek Pajak . '

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai
pengganti atas- tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk
kepentingan umuim |

Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Tentara -Nasiorial Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia
(POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI
atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan rumah dinas Pemerintah . o

Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam
rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.

Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial
atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari
keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah
yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan,
rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Bagian Keenam ...
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Bagian Keenam .
Prosedur Penetapan Lebih Bayar

Pasar 13

(1) Kelebihan pembayaran pajak terJad1 apabila :

(2)

(1)

()

a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya
terutang:

b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang

Prosedur penetapan lebih bayar sebagaimana tercantum dalam

lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupat1 ini. -

Bagian Ketujuh
Prosedur Pelaporan

Pasal 14

Pelaporan pajak dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan. . :
Pelaporan pajak bertujuan untuk memberikan informasi tentang
realisasi penerimaan pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD). '

Pasal 15

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkanxLaporan pajak
berdasarkan dokumen- ‘dokumen dari Bank dan/atau Notaris

dan/atau PPAT. .
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerlmaan

‘pajak dari Bank yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10
. (sepuluh) bulan berikutnya.

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan
akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Notaris
dan/atau PPAT palmg lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya, -
Prosedur pelaporan adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran VI merupakan bagian yang tidak terplsahkan dengan
Peraturan Bupat1 ini,

BAB V
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 16

Notaris dan/atau PPAT dan/atau Kepala Kantor yang.
membidangi pelayanan- = lelang negara  dalam pembuatan -
akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan membuat laporan yang ditujukan kepada Bupati up.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Aceh Barat, ~

(2) Laporan ...



B

(1)

(2)

(1)

(2)

'Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) untuk

penyederhanaan sdministrasi  perpajakan sehingga ‘dapat

digunakan untuk kepentingan !

. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b, pelaporan mutasi subjek dan objek Pajak Bumi dan

" Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB - P2); L

c. data awal adanya perubahan ‘data yuridis dan/atau
berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan
rurnah susun. '

[

Pasal 17

Notaris dan/atau PPAT dan/atau Kepala Kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan
aktd atau rtisalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan kepada Bupati up Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah paling lambat setiap tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

Format laporan sebagaimana dimaksud = pada ayat. (1) ..~

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini. ‘ . , .

Pasal 18 -

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
meliputi semua perbuatan hukum mengenal pembuatan akta
perolehan/pengalihan/pcmbeb’anan hak atas tanah den/atau
bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun. o
Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian Hak
Tanggungan dan Surat Kuasa membebankan hak tanggungan,
malka nilai tanggungan tidak dilaporkan. , R
Dalam hal membuat akta. hibah - sebagai pelaksanaan hibah
wasiat, Notaris dan/atau PPAT hanya dapat menandatangani
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau berikut bangunan
setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. '
Dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang pajak, maka
Notaris dan/atau PPAT dapat menandatangani akta tanpa harus
diserahkan bukti pembayaran pajak terlebih dahulu. '

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dapat menggunakan kertas A3 (double folio) atau kertas F4 (folio).
Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat,
Notaris dan/atau PPAT dan/atau PPATS tetap membuat dan
menyampaikan laporan dengan keterangan NIHIL.

Pasal 20 ...



(1)

(2)

(1)
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Pasal 20

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah bertugas .

a. melakukan :pemantauan © dan penelitian tentang
kebenaran, kelengkapan, isi dan tertib penyampaian laporan
bulanan -pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak

_ Atas Tanah dan/atau Bangu-nan;ﬂ K _

b. melakukan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdésaan dan  Perkotaan
berdasarkan laporan bulanan Notaris dan/atau  PPAT
dan/atatl Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara, I

c. melakukan . pengawasan atas pemenuhan kewajiban
pembayaran Pajak  sehubungan dengan  perolehan/
pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan,;

d. melakukan kerjasama sebaik-baiknya dengan - Kantor -

Pertanahan; dan .
e. Mengenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan

peraturan perunidang-undangan yang berlaku. ‘
Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) tidak disampaikan kepada Bupati up. Kepala Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, maka Dinas

| Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah memberikan

surat  teguran - kepada Notaris dan/atau PPAT dan/atau
Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, '

Pasal 21

Apabila Notaris dan/atau PPAT dan/atau Kepala Kantor' yang
merr}bldangi pelayanan» lelang Negara menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan risalah

: lelan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebelum
- Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dikenakan

sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. ,

Apabila Notaris dan/atau PPAT dan/atau Kepala Kantor yang
membidangl pelayanan lelang negara setelah diberikan surat

teguran tidak juga - menyampaikan - laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif

be’rgpa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) untuk setiap laporan. |

Pasal 22

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) dan ayat (2) ditagih dengan Surat Tagihan Denda (STD) dan

merupakan ...




merupakan penerimaan Daerah: yang dibayarkan ke Kas
Daerah dengan menggunakan Tanda Bukti Penyetoran (TBP)
atau. bukti pembayaran lain yang sah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX merupakan bagian' yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini. '

Bentuk dan isi TBP sebagai tanda bukti pembayaran Denda
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampirann X merupakan

'bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bentuk dan isi TBP yang'dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk
sebagai tempat pembayaran adalah dipersamakan
dengan TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) '

BAR VI
 KETENTUAN PENUTUP
" Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang'mengetahuinya, ‘memerintahkan pengundangan
Peraturan .Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Aceh Barat, -

Ditetapkaﬁ di' Meulaboh
pada tanggal 24 November 20195 M

AT,

ey,

{2, afar 1437 H

‘Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal %4 November 2015 M
' 2. Safar 1437 H

'SEKRETARIS DAERAH : | ]
KABUPATEN-KGEH BARAT, Y& o |

T

" BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 48.4
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 4%,a TAHUN 2015

TENTANG _

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PROSEDUR PENGISIAN FORMULIR SSPD

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

Formullr Ini terdir! darl S (lima) lembar. Lembar pertama’ dlterima Wajib Pajak (WP) aeﬁag'éi bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar
ketiga diterima Kapela Kantor Pertanahan Kebupaten ACEH BARAT, Lembar keempat diterima untuk DPKKD Kabupaten Aceh Baratdan Lember kelima
diterlma Bank BNJ (Persero) Yang Ditunjuk. ' o :

jallah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik, . .

Gunakan satu SSPD BPHTB urituk setiap setoran dan setiap jehls perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. -~
Formullr ini dapat juga digimakan yntuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP. ‘

CARA PENQISIAN: 7
HURUFA Dilsi dengan data WP

Angka ! a.d angka 8 Cukup Jelas

Dilsi dengan data dan Jenls perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

HURUF B .
Angka | Dlef dengan Nomor Objek Pajak {NOP) yang tercantiim dalam SPPTPBB atas tanah-dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6 Dlisl dengan letak tanah dan/atau Bangunan yang haknya diperolsh.
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperolsh
’ pada kolom angka 9 dan 10 agar dlsebutkan Tahun SPPT PBB saal terjadinya perolshan Dalam hal NJOP PBB belum
ditetapkan /belum ada SEPT PBB
Angka 9 dan angka 10 dilsi berdasarkan surat Keterangan NJOP PBB
Angka 14 Dlisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaks! yang tercantum dalam Risalah Lelang/nllai pasar objek tersebut,
Angka 18 Dlisl dengan kode jenls perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagal berikut ¢
Jenls Perolehan Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak - Kode
Hak g
Pemindahak Hak: . Permasukan dalam peraeroan/badan hukum 06 . Pemekaran Usaha . 12
« Jual Bell ol lainnya : - Hadiah - i 13
- Tukar Menukar ] . Pemlsahan hak yang mengakibatkan 07 . Perolehan hak rumah sederhna sehat dan RSS 14
. 03 peralihan " melalui KPR bersubsidi*)
. Hibah Wasiat 04 . Penunjukan dalam pemberian lelang. 08 - Pemberian 'Hak Baru 15
- 0S . Pelaksanaan putusan hakim yang mempuyai 09 | . Pemberian Hak Baru sebagai kelanjutan 16
kekuatan hukum tetap : pelepasan hak
- Penggabungan usaha 10 . Pemberian hak baru diluar pelepasan hak. 17
. pelebaran usaha 11 .

HURUFC

HURUF D

HURUF E.

') Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Re, Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Pra sarana
Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukinan dengan dukungan (asilitas Subsidi Perumahan sebagaimana tslah
diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No, 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui
Kredlt Pemilikan Rumah bersubsldl (KPR bersubsidl) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/199
tentang persyaratan Teknls Pembangunan Rumah Sueun, - ’ .
Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan,

Dlsi dengan akumulasl atas nilal-nilal perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka Ini, dapat digunakan lembar
‘tambahan untuk menunjukkan detal} perhltungan, - . .

Dlisi dengan penghituhgan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTE) oleh WP, :

Dldmak he;] Sdslrll) BPHTB digunakan untuk setoren berdasarkan STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d hurufC

t periu dlie: ' ' .

Angka | NUaj Perolehan Objek Pajak (NPOF) dilsi dengan harga transaks /nllal pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14, Namun,
dalam hal NPOP tersebut tidak diketahul atau lebih rendah dar{ NJOP FBE maka NPOP dils} dengan NJOP PBB ssbagalmana huruf B
angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan permah tnotiertma peralthan hak, maka angka NPOP Inf harus tmempartimbangkan
a‘klumulaal Inl, Jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenal BPHTB maka NPOP dihitung sebagal penjumlahan dengan akumulasl

Angka 2 Dului sesual dengan besarnya NPOPTKP
(informasi mengenal basarnya NPOPTKP dapat dlperoleh melaluf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh
Barat) ’ : '

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5 %

Diisl dengan member! tanda "X pada kotak yang seeual dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Hurufa. jika setoran akan dllakukan sebagaimana hurufC

Hurufb. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapl menggunakan Surat Tagthan Pajak Daerah BPHTB (STPD),
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT})

Hurufe. jika WP meménuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan darl jJumlah yang scharusnya ada di hurul C, Dilsi dengan
prosentase sesual dengan ketentuan yang berlaku L. .

Hurufd,. jika terdapat dasar/Ketentuan lain selaln hurul &, huruf b, dan huruf ¢, sepert! sstoran berdasarkan SK Pembetulan/SK
K%)eba;%n/PuLuaan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harue dbayar berbeda dengan yang tertera di
HUR .

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan plihan pada HURUF E,

Jika E-a dipllih, maka Jumiah setoran menggunakan D-4, .

Jika E-b diplilh, maka Jumlah sstoran sejumlah nilal yang dinyatakan dl E-b

Jika E-c diptlih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan proeentase yang dinyatakan df E-c
Jika E-d diplih, maka jumiah setoran sejumlah nilal yang dinyatakan di E-d

Jumlah setoran tersebut dlisi dengan angka (dalam kotak} dan huruf (pada baglan yang dlarslr}.

Catatan: ‘ Dalam hal BPHTB yang scharusnya terutang nihll (nol), maka WP tetap menglsl 88PD BPHTB dengan memberikan keterangan *NIHIL" pada

baglan JUMLAH SETORAN, SSPD BPHTB nihil cukup diketahul oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang talah disedlakan (WP tidak
perlu ke Bank Yang Ditunjuk Bendahara Penerimaan), s _P “‘"““"\*“«.‘
. N
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN LEMBAR 1
(SSPD - BPHTB) Untuk Wajib Pajak

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Dinas Pongel;laan Keumém dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barsat
Perhatian ¢ Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lambar inl ini terlebih dahulu

A 1. NamaWalib Pajak : [ ] ] ] ] ] | | | J
2. NPWP
3, Alamat Wajib Pajak
4, Kelurahan/Desa : 5, RT/RW 6. Kecamatan
8. Kode Pos :

7. Kabupaten

' e iNomorObje-kPA\!ak(NOP)PBB ' B__I HJ CT G I F‘ 1 L] E:]
| o ——— |

4 3.  Kecomatan

4. RT/RW
6. Kahupaten/ Kota

i Perhltungan NJOP PBB :
i Luas ' NJOP PBB/m?

Uraian {Dilsi Luas Tanah dan/atau bangunan ya}lg ('DUsl bedasarka.n SPPT PBB Lahun terjadinya . Luas x NJOP PBB/m?

: . haknya diperoleh) perolehan hak/Tahun,n

Tanah (Bumi) _ ? . m | 9|Rp. - 11 {Rp. angka 7 x angka 9

b Bangunan : 8 m | 10|Rp. 12 {Rp. angka 8 x angka 10
NJOP PBB: | 13 |Rp. angka 11 + angka 12

15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan Ej . 14. Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.

16, ,Nomor Sertifikat

; C. AKUMULASI NILAl PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

: D. PERHITUNQAN BPHTB (hanya diisi bedasarkan perhitungan waijib pajak

i, Nlal Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B,13, B.14, dan'C

2. Nlal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKF)} memperhatikan nilal pada C

3. Nlal Perolehan Objek Pajok ‘Kena Pajak (NPOPKP) angka | - A.ngkA’Z .
) 5% x angka 3

1| P Rp.
® Rrp.
» rp.
» Rp.

alawlw

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang .

= / B, Jumlah Setoran Berdasarkan :
a, Perhltungan Wajib Pajak
b, STPD BPHTB/SKPD KURANG BAYAR/8KPD
KURANO BAYAR Tambahan ') ' : N;:mor: . ". Tanggal

¢. Pengurangan dihilung sendiri menjadi : I:[:] Teoen

i i

JUMLAH YANO DISETOR (Dengan Angka) !

Rp. J

{bedasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E

(dengan Huru)

*) Corel yang tidak perh.;

1 s TBL v Mengetahul ! ' DITERIMA OLEH | ' Telah Diverifikas| t
Wajib Pajak/Penyetor . PPAT /NOTARIS . TEMPAT P:EMBAYARA.N BPHTB DPKKD Kabupaten Aceh Barat
1 Tanggal s
Nama lengkap' dan tanda tangan Nama lengkap &:!nn tanda tangan i Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan landA tangan

st mwmeIIIIIﬂTIWTTIIIHII -

Petugas DPKKD Kabupaten
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

: : (SSPD - BPHTB) . .

LEMBAR 2
Untuk PPAT/Notaris

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

BERFUNGSI BEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAAN OBJEK PAJAK

Pethatiag : Bacalah Petunjuk peng

DinaAs Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat
y isian pada halaman belakang tembar inf Inl terlebih dahuiu

A. 1. Nama Wajib Pajak

| 1T il

2. NPWP

3, Alamat Wallb Pajak |
4, Kelurahan/Desa
7, ‘Kabupatén i

I O N

S, RT/RW :

‘6. Kecamatan
8, Kode Pos

Nomor Objek Pajak (NOP) PBB
2, Letak Tanah dan Bangunan
3. Kelurahan/Desa

S, Kecamatan

Perhitungan NJOP PBB :

(5 L S R AR B [ I R W Ol

4. RT/RW
6. Kabupaten/Kota

d e

KURANQ BAYAR Tambahan *)

¢, Pengurangan dlhltung sendiri menjadi :

Tenggal

Luas ) ) NJOP PBB/m?
- Uraian (Diisi Luas Tanah dan/atau bangunan yang (Diisl bedasarken SPPT PBB tahun: terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
o ‘ haknyn diperoleh) ' perolehan hak/Tahun..cun
Tanah (Bumi) 7 m | 9 ' 11 [Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan 8 om0 ; 12 |Rp. angka 8 x angka 10
R ’ NJORPBB: | 13 |Rp. angka 11 + angka 12
15, Jenis S"en‘:lehan hak atas tanah dan/atau bangunan ED 14, Harga Trnnu.a.ksl/NUaJ Pasar Rp. L
16, Nomor Sertiliat ' -
C. AKUMULAS] NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.
D. PRRHITUNQAN BPHTE (hanya dlisl bedasarkan perhitungan walib pajak'
1. Nlal Perolshan -Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B, 13, B. 4., dan C 1| » R
2. Nilal Perotehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak NPOPTKP) memperhatikan nilai pada [ 2| ® Rp
3. Nilaj Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) : ' angka | - angka 2 3| P mp
4. Bea Perolehan Hak Alas Tansh dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 4 2 Rp.
£. Jumleh Setoran Berdasarkan ;-
a. Perhitungan Wajib Pajak
b, STPD BPHTB/8KPD KURANQ BAYAR/8KPD

JUMLAH YANG DISETOR (Dengan Angkal :

[Rp.

]

1) Coret yang tidak periu

{bedasarkan perhltungan D4 dan pilthan di B

woveriveenny Tl o Mengetahu] : DITERIMA OLEH : Telah Diverlfikas t
Wajib Pajak/ Penyetor . PPAT /NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DPKKD Kabupalsn Aceh Barat

Nama lengkap dan tanda tangan

Nmpa lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangen

Hanya diisl oleh
Petugas DPKKD Kabupaten
Aceh Barat

O e L v e N O

T (T

NOP 7BB Baru : Ill.l{_lIJfl[I[[lJlllFJD




SURAT SETORAN PMAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

-(8SPD - BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

‘ .

LEMBAR 3
Untuk Kepala Kantor
Pertanahan

Dinas Ponaelolnn Keuangan dan Kekayaan Daerah KahupAlen Aceh Barat
Pechatlon : Bncalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang | lembar ni h1l \arlcblh dahulu

111

A. 1. Nama Wajib Pajak

[T 1T]

2. NPWP’

4, Letak Tanah dan Bangunan o
3. Kelurahan/Desa
8, Kecamatan

4, RT/RW

Pachitungan NJOP PBB :

3, Alamat Wajlb Pajak
4, Kelurnhap/Desa : 5. RT/RW.: ‘6.~ Kecamatan
7. Kabupaten ' ' 8. Kode Pos
B 1. NomorObjek Pajak (NOP) PBB l ] (11 | [ ] 1] [ ] T [_T ] D

6. Kabupaten/Kota !

Nomor :
¢. Pengurangan dihitung sendin menjadi : )

Luas NJOP PBB/m? )
Uralan (Disi Luas Tanah dan/atau bangunan yang | (Diisi bedasarkan 8PPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
] " haknya diperoleh) ‘ perolehan hak/Tabunam '
] Tanah (Bumi) - 7 ) m 9] . 11 |Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan 8 m- | 10 c ' 12 |Rp. arigka 8 x angka 10
. NJOP PBB: | 13 |Rp. angka 11 + angka 12
13, Jenis Perolehan hak atas lanah dan/atau bangunan ED _ 14. Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16. Nomor Sertifikat ' '
¢. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA ‘Rp.
0. PERHITUNQAN BPHTB (hanya diisi bedasarkan perhitungan wajib pajak
1. Niiaf Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai padd 8,13., B.14., dan € 1| P R
2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilat pada ¢ . 2| P Rp,
3, Nilal Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) . angka 1 + angka 2 2 | P Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 8% x angka 3 - “| P Rp.
£, Jumlah Setoran Berdasarkan '
a, Perhitungan .Wallb Pajak i ’ '
b. 8TPD BPHTB/SKPD KURANQ BAYAR/SKPD‘ ' ! o ‘
KURANO BAYAR Tambahan *) Tanggel

JUMLAH YANG DISETOR (Dengan Angkal :

=

(bedasarkan perhitungan D4 dan pillhan di E

{dengan Hurul) :

#) Coret yang tidak pertu

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

cortveneny T8 [INNIER e Mengetahul ;

Wajlb Pajak/ Penyetor PPAT. /NOTARIS

Tanggal :

Telah Diverifikasl :
DPKKD Kabupaten Aceh Barat

Nama lengkap dan tunda langan Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan landa tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya dlisi oleh

womeroomens [ 1 ] [ 1] [T T 1] CTLTTT LI

Petugas DPKKD Kabupaten

L]

Aceh Barat

(1T1T1704d

(T [0 OO (O O

NOP PEB Baru :




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PERO'LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN LEMBAR 4
. (SSPD - BPHTB) ) .o Untuk l:\PK:I; Kahupaten®
- - ceh Barat

BERFUNGS!I SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAAN OBJEK PAJAK
PAJAX BUMI DAN BANGUNAN {SPOP PBB)

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Baral

Perhiatian : Bacalah Pelunjuk pengisian pada halaman belakang lembays tni ini terlebih dahulu

PR o T T
s new S

3. Alamat Wajib Pajak

[T Tl

s, RT/RW : s 6. Kecamalan

4, Xelurahan/Desa
8, Kode Pos

7. Kabupalen : .

e s s s B B T O

2. Letak Tanah dan Bangunan
4. RT/RW

3. Kelurahan/Desa
6. Kabupaten/Kola :

8, Kecamatan ;

Perhitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PBB/ m'f
Uraian (Dilst Luas Tanah dan/alau bangunan yang |Diisi bedasarkan SPPT pPBB l'ahun terjadinya Luas x NJOP PBB/w’?
) haknya diperoleh) ! perolehan hak/Tahun. ...
Tanah (Buml) 7 ml9]. ) 11 |Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan 8 m 110 L 12 |Rp. angka 8 x angka 10
. . *." NJOP PBB! 13 {Rp. angka 11 + angka 12
18, "dex_?h Barolehan hak alas Lanah dan/atau bangunan Dj 14, Harga Transaks!/Nila) Pasar “IRp. .
16, Nomor Bertikat ' :
C. AKUMULAS! NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.
D, PERHITUNQAN BPHTB (hanya dlisl bedasarkan perhitungan walib pajak N
3. Nllal Porolohan Objek Pajak (NPOF) memperhatikan nilai pada B.13., B.14,, dan C 1 | P Rp.
2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak {NPOPTKP) memperhatikan nilal pada C 2| P Rp.
3. Nilad Parolohan Objek Pojak Kena Pajak (NPOPKP) T | eagkal.angka?2 3| P rp.
4, Boa Parolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 R L Rp.

B, Jumlah Setoran Berdasarkan :
. a. Por);ltungan Wajib Pajak
1, STPD BPHTB/8KPD KURANQ BAYAR/SKPD
KURANG BAYAR Tambahan *) o Nomor : g Tanggal

¢. Pangurangan dlhitung sendiri menjad ;. . Dj

[ AT IRTY

JUMLAH YANQ DISETOR (Dengan Angka) : (dengan Huruf) !

B2 ]

(bedasarkan perhitungan D4 dan pilfhan di 8

1) Coret yang tidak perlu

ooy T vt . Mengetahul : DITERIMA OLEH : Telah Dlverifikasl| :
Walib Pajak/Penyelor PPAT /NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB . DPKKD Kabupaten Aceh Barat
Tanggal | v . ’
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda umgrui

o S s

Petugas DPKKD Kabupaten

Aceh Barat worrsmsan: (1] [ (L1 171 CLT7CLLL] ]
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_SURAT SETORAN PMAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD - BPHTB)

J.LEMBAR &
Untuk Bank Yang Ditunjuk

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT

PEMBERITAHUAAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN {SPOP PBB)

Dinas Pengalolmn Keuangan dan

A, 1, Nama Wajib Pajak :
2. NPWP
3. Alamat Wajib Pajak :

Kekayaan-Daerah Kabupaten Aceh Barat
Porhatiag ! Ba.cala.h petunjuk pengislan pada halaman belakang lembar ini lm ter!

lebih dahulu

6. Kecamatan

2, Latak Tanah dan Bangunan

4, Kelurahar/Desa 5. RT/RW :
7. Kabupaten 8. Kode Pos
e e o O [ B

d. e

KURANQ BAYAR Tambahan ')
¢, Pengurangan dihitung sendiri menjadi;

3. Kelurahan/Desa : 4, RT/RW
8, Kecamatan : 6, -Kabupaten/Kola @
Porhllungm'NJOP PBB !
Luas NJOP PBB/m’
Uralan (Diisi Luas Tanah cinn/utuu bangunan yang |(DUsi bedasarkan 8PPT PBB tahun terjadinya | Luas x NJOP PBB/m*
haknya diperoleh) : perolehan hak/Tahun..
Tanah (Buml) 7 m |9 11 |Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan [ : - om |10 12 |Rp. angka 8 x angka 10
NJOP PBB: | 13 |Rp. angka 11 + angka 12
15. Jenis-Perolehan hak alas tanah dan/alau bangunan []j 14, Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16, Nomor Sertifikat
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA ]Rp.
B, PERHITUNGAN BPHTB (hanya dilsi bedasarkan perhitungan wajib pajak
"1, Nlal Perolehan Objek Pajak (NPOF) memperhatikan nilai pada B, 13, B.14, dan'C Rt 4 Rp.
2. Nlal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKF) mémperhattkan nilai pada C 2| P Rp.
3, NUal Perolahan Objek Pajak Kena Pajak [NPOPKP) - : | angkal-angka? 3l P R
4, Bea Perolehari Hak Atas Tanah dan Bangunan yahg Terutang ©. B%xangkad 4| ¥ Rp.
2, Jumlah Setoran Berdasarkan : :
a. Perhitungan Wajlb Pajak
b, 8TPD BPHTB/8KPD KURANO BAYAR/8KPD
Nomor: Tanggal

JUMLAH YANQ DISETOR (Dengan Angka) ¢

Rp.

]

4) Coret yang tidak periu

{bedasarkan perhitungan D4 dan pilihan di €

(dengan Huru()

Wajlb Pajak/Penyetor

PPAT /NOTARIS

Mengetahul: -

DITERIMA OLEH :

Tanggal :

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Telah Diverifikas! :
DPKKD Kabupaten Aceh Barat

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lehékap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya dlisl oleh
Petugas DPKKD Kabupaten
Aoch Barat

] 1

[ L

[

T

Nomor D;kumen: r[ ] I

J T 0O

NOP PBB Baru : [_J_j IS ' rl ] [




LAMPIRAN I _
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 43.a TAHUN 2015

TENTANG : ]
TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BAN GUNAN

PROSEDUR PEMBAYARAN
A. GAMBARAN UMUM

prosedur pembayaran pajak 'merupakazn prosedur pembayaran pajek
terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD-
BPHTB. . - | |
Pembayaran pajak oleh penerima hak'étas tanah dan/atau bangunan
yang dilakukan Wajib Pajak atas pajak terutang dilakukan melalui Bank

yang Ditunjuk/,Béndahara Penerimaan. -

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1 .
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima SSPD-
BPHTB yang telah diisi. SSPD merupakan surat yang olen Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan' pembayaran .atau penyetorén pajak - yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat. lain yahg ditetapkan oleh Bupati Aceh

- Barat dan sekaligus .untuk melaporkan _déta perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. o 4
Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan
Notaris dan/atau PPAT menandatangani SSPD-BPHTB tersebut.

. Wajib Pajak menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank yang difunjuk pada
‘'saat yang bersa.maah, Wajib Pajak ke'mu'dian rnémbayarkan pajak terutang
melalui Bank yang Ditunjuk. ' : B

Langkah 3 o
Bank yang Ditunjuk menerima SSPD-BPHTB dan uang pembayaran pajak

terutang dari Wajib Pajak, Bank ‘yang ditunjuk kemudian memeriksa
kelengkapan pengisiah SSPD-BPHTB dan kesesuaian besaran nilai pajak
terutang dengan uang penibayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4 | | | |

Bank yang ditunjuk menéndatangani SSPD-BPHTB Lembér- 5 disimpan
sedéngkan‘ lembar 1, lembar 2, lembar 3, dan lembar 4 dikembalikan ke
' Wajib Pajak. | |



Langkah 5 : - A
Wajib Pajak menerima SSPD- BPHTB lerrib'ar 1, lembar 2, lembar 3, dan

~ lembar 4 dari Bank yang ditunjuk, Wapb Pajak kemudian melakukan proses
‘berikutnya, yaitu permohonan penelitian 'SSPD-BPHTB pada Fungsi yang
membidangi pajak daerah pada Bldang Pendapatan Dinas Pengelolaan

 Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

™,

& .
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LAMPIRAN m
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 4%.a TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN'BANGUNAN -

PROSEDUR PENELITIAN SSPD-BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian SSPD-BPHTB merupakan pros.edUr verifikasi
yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 'Daerah
Kabupaten Aceh Barat atas kebenaran dan kelengkapan SSPD-BPHTB dan

dokumen pendukungnya.
- Proses vemf1kas1 kelengkapan dokumen dan kebenaran data

'terkaut objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB Prosedur in1

dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang

- dengan menggunakah SSPD-BPHTB melalui Bank yang ditunjuk. Penelitian

SSPD-BPHTB dilakukan oleh Fungsi yang membidangi pajak daerah pada
Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keﬁangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Aceh Barat. Jika semua kelerigkapan dan kesesuaian data objek
pajak terpenuh! maka- Kepala Bidang Pendapatan akan menandatangani
SSPD-BPHTB. '

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Wajib~ Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung

yang dibutuhkan untuk penélitian SSPD-BPHTB Dokumen pendukung

terdiri atas: :
.a. SSPD-BPHTB yang tertera Nomor -Tfansaksi Penerimaan Daerah

(NTPD)/SSPD disertai Bukti Penerlmaan Daerah

b. Fotokopi identitas Wapb Pajak (dapat berupa Kartu Tanda
Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor), .

c. Bukti Pelunasan SPPT PBB 5 (hma) Tahun terakh1r,

d. Surat Kuasa dari. Wa_]lb Pajak (dalam hal d1kuasakan), : .
Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga,
‘dalam hal transaksi waris; .

f. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

g. Fotokopi sertifikat Tanah/ Bukti Kepemilikan Lainnya; dan

h. ‘Dokumen pendukung lain yang diperlukan seperti foto objek pajak.



Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan, ‘Penelitian SSPD-BPHTB Wajib
Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD-
BPHTB, SSPD-BPHTB lembar dan dokumen pendukung kepada Fungsi’
yang membidangi pajak daerah ‘untuk dilakukan Pendaftaran dan

Pendataan.

Langkah 2
Fungsi yang memb1dang1 pajak daerah menerima Formulir Permohonan

« Penelitian SSPD- BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 4, dan dokumen pendukung

dari Wajib Pajak, serta menarik data yang d1butuhkan dari sistem database

objek pajak, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten

“Aceh Barat berhak melakukan ‘penelitian lapangan untuk mengecek

kebenaran data secara r111 Mekamsme dan tata cara peneht1an lapangan

akan diatur tersendiri.

Langkah 3 |

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD-BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Kepala Bidang
Pendapatan menandatangani SSPD-BPHTB lembar 1, lembar 2, lembar 3,
dan lembar 4. Fung31 yang memb1dang1 Pajak Daerah mengarsip SSPD-
BPHTB lembar 4 sebagai dokumentasi. lalu menyerahkan SSPD-BPHTB
lembar 1, lembar 2, dan lembar 3 kepada Wajib Pajak

Langkah 4
Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1, lembar 2, dan lembar 3

dari Fungsi yang membidangi Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
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FTTAN SSPD-BPHIB

Lampiran . 1 (satu} set
Perihal :  Penyampaian SSPD-BPHTB untuk diteliti

Dinas Pengelolaan‘ Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Aceh Barat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Wajib Pajak

T G

NPWP

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk dltelm atas perolehan hak atas tanah dan/atau

negassiinnnxla

NOP

Desa/Gampong

Kabupaten/Kota

Terlampxr Dokumen sebagai berikut :
1. 'SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaks1 Penenmaan Daerah (NTPD)/SSPD-BPHTB dxsertax 3ukti
Penerimaan Daerah (BPD)*) . .

Fotokopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB lainnya Tahun *)

Fotokopi Indentitas Wabe Pajak berupa

Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)
Fotokopi Indentitas Kuasa Wajib Pajak **)
Fotokopi Kartu NPWP

N o oar N

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukén penelitian SSPD-BPHTB.
) , Tahun
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

Keterangan
*)  coret yang tidak perld
hal dikuasakan

Setelah melakukan pemenksaan dan penelaahan SSPD-BPHYB dan dokumen pendukung dan Wajib
Pajak, dengan ini menyatakan bahwa !
Data Objek Pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB telah sesuali
Nilai BPHTB terutang yang tercantumn dalam SSPD-BPHTB telah sesual
Dokumen pendukung perolehan hak atas'tana dan/atau bangunan telah lengkap

, Tahun
Yang membldangx pajak daerah




LAMPIRAN IV - -
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 43.@4 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

'PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB
. GAMBARAN UMUM

Prosedur penagihan BPHTB merupakan prosedur penagthan

dengan penetapan STPD, SKPDKB/SKPDKBT ‘dan ASurat Teguran yang
dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Aceh Barat. :
, Penetapan STPD merupakan proses- yang dilakukan Fungs1 yang
membidangi pajak daerah dalam menetapkan tagihan pajak terutang
yang disebabkan karena paJak_ terutang menurut SSPD - BPHTB
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Penetapan SKPDKB/SKPDKBT merupakan proses yang ‘dilakukan
Fungsi yang membidangi pajak daerah dalam memeriksa pajak yang masih

kurang dibayar atas SSPD-BPHTB dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun
semenjak dibayar oleh Wajib PaJaR atau atas SKPDKB dalam jangka waktu
- 5 (lima) tahun. semenjak d_1.terb1tkan oleh Fungs1 yang membidangi pajak

daerah. .
Penetapan Surat Teguran merupakan proses yang d1lakukan Fungsi

 yang memb1dang1 pajak daerah dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang
belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat Jatuh tempo.

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
B.1. Penetapan STPD

Langkah 1 ,
' Béerdasarkan prosedur pembayaran -pajak. sebelumnya, maka - Fungsi

yang membidangi pajak daerah mengarsip SSPD-BPHTB yang telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak. '
Fungsi 'yang membidangi pajak daerah lalu memeriksa setiap SSPD-
BPHTB ;terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,

dan kena bunga/denda.



Langkah 3
_ Atas SSPD-BPHTB terutang yang tidak/ kura.ng dlbayar, salah tulis, salah
hitung, dan kend bunga/denda maka Fungsi yang membidangi paJak
daerah menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda kemudian mengarsip

| daftar tersebut.

Langkah 4
- Fungsi yang membidangi paJak daerah menerbitkan STPD berdasarkan .

Daftar SSPD-BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, -
dan kena bunga/denda. STPD dlce_tak rangkap 2. | -
Langkah S
Fungsi yang membidangi péjak daerah melalui mengirim STPD lembar 1
kepada Wajib Pajak.

angkah 6

Fung51 Penetapan mengarsip STPD 1embar 2.

angkah 7
Fungs1 yang membidangi pajak daerah memperbaharui Daftar STPD atas

set1ap STPD yang telah d1k1r1mkan kepada Wajlb Pajak.

- Langkah 8
' WaJ1b Pajak menerima STPD  dan membayarkan pajak terutang sesua1

dengan prosedur pembayaran pajak

B.2. Penetapan SKPDKB/SKPDKBT

angkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran pajak sebelumnya, maka Fungsi
_yang membidangi pajak daerah akan mengar51p SSPD BPHTB yang. telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2
Fungsi yang memb1dang1 pajak daerah memieriksa setiap SSPD-BPHTB yéng
" telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak
da}n memeriksa nilai terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB
tersebut. Atas .SSPD-BPHTB yang 'ternyata kurang bayar, kemudian
menerbitkan Daftar SSPD-BPHTB yang ktirang dibayar.
Langkah 3
Fungsi yang merﬁbidangi',pajak daerah juga memeriksa setiap SKPDKB yang i
telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan dan memeriksa
nilai pajak terutang yang tercantum dalam SKPDKB tersebut Atas
~SKPDKB  yang masih  kurang Dbayar, serta menerb1tkan Daftar
SKPDKB yang masih kurang dibayar. - "



- Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah d1buat, Fungsi yang: membidangi pajak

daerah menerbitkan SKPDKB (rangkap 2) dan SKPDKBT (rangkap 2).

Langkah S .‘_ , :
Fungsi yang membidangi pajak daerah mengarsip SKPDKB lembar 2 dan

SKPDKBT lembar 2. Langkah 6

Fungsi yang membidangi pajak daerah- menglrlmkan SKPDKB lembar 1 |

dan SKPDKBT lembar 1 kepada Wajib Pajak.
angkah 7 |
Fungsi yang membxdangx pajak daerah memperbaharm daftar SKPDKB
atas. setiap SKPDKB yang telah d1k1r1mkan .kepada Wajib Pajak.
angkah 8 - |
Fungsi yang memb1dang1 pajak daerah memperbaharul daftar SKPDKBT
atas setiap SKPDKBT yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Langkah 9
Wajib Pajak menerima . SKPDKB/ SKPDKBT dan membayarkan pajak

terutang sesuai dengan prosedur pembayaran pajak

B.3. Penerbitan ‘Surat Tegurah
- Langkah 1 . ' . :
‘Berdasarkan prosedur penetapan STPD SKPDKB/ SKPDKBT, Fungs1 yang
membidangi pajak daerah menylmpan
- Daftar STPD -
. Daftar SKPDKB
- Daftar SKPDKBT
.Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut Fungsi yang membidangi
pajak daerah memantau surat ketetapan paJak yang akan mendekati jatuh
tempo.
* Langkah 2 |
Selama 7 (tujuh) hari sejak'j'atuh"tempo, Fungsi yang membidangi pajak
daerah menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib

Pajak agar melunasi paja.k yang masih terutang.f Pendekatan persuasif,

meliputi:
- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3 | |
Setelah 7 (tujuh) - hari sejak  jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran paJak secara mengangsur oleh Wajib Pajak
yang disetujui, maka -Fung31 yang membidangi pajak daerah terus




g

‘melakukan pendekatan pcrsuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi pajak

yang masih terutang.

‘Langkah 4 | . | .
"Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh ‘Wajib Pajak yang tidak

disetujui, maka Fungsi yang membidangi pajak daerah menerbitkan Surat

Teguran (rangkap 2).
Langkah S

- Fungsi yang membidangi p’éja_k daerah mengarsip Surat Teguran lembar 2.

Langkah 6
Fungsi yang membidangi pajak daerah mengirimkan Surat Teguran lembar
1 kepada Wajib Pajak. -

Langkah 7
Fungsi yang membidangi;péjak daerah ‘memperbaharui daftar Surat

* Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

A



SURAT TAGIHAN pAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KABU PATEN ACEH BA RAT

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Jalan Gajah Mada Telp {0635) 7006013 Fax. (0635) 7551162, 7551 165 Emait i pa?i,,_acchlmrul.uyahoo.com
' L Meulaboh S

Meulaboh,Tanggal,Bulan Tahuri

Kepada Yth; .

-Nomor .
Perihal SAT. crerirrierrrieaee i
di -
........................
Jumlah pajak terutang yang masia harus dibayar ‘ Rp. ( ' )

Terbilang i «coovvvmeverinemiintiisio

Letak Objek Pajak
Kabupaten/Kota
Kecamatan
| Gampong/Desa
Alamat I , S
NOP . NPWP
Perincian Pajak Terutang
1. Pajak yang terutang menurut'SSPD-BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Rp.
Kurang Bayar Tambahan Tahun e ) :
2. Telah dibayar tanggal - Rp.
3. Pengurangan - . Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungken (angka 2 + angka 3) ) Rp.
5, Pajak yang kurang bayar (angke 1 -~ angka 4) Rp.
6 Denda Administrasi 2% x 24 bulan x Rp. (angka 5) Rp.
7.  Pajak yang terutang bedasarkan putushn BPSP (angka 1) Rp.
8. Pajak yang harus dibayar (5+6+7) ) . 1 Rp.
Tanggal Jatuh Tempo - Tempat Pembayaran :
Perhatian .
1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).ini-harus dilunasi
peling lambat 7 {tujuh) hari sejak tanggeal diterima.
2. Apabila setelal lewat tanggal jatuh tempo utang pajak
belum dilunasi , maka tindakan penagihan akan
dilanjutkan dengan penerbitan ... :

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat

NIP,



—PEMERINTAH RASUPATEN ACEH BARAT '
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Jalan Gajah Mada Telp (0655} 7006013 Fax, (0655) 7551162; 7351165 Email & ¢ pad_scchbaratayahoo.com
: . Meulaboh ’ .

y

Nomor Kepada Yth
“Lampiran : - Sdr
Perihal . "SURAT TEGURAN
‘ Di-
. Tempat

Menurut tata usaha kami, hihgg saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagal berikut !

T ~NOP.NO & Tanggal STPD BPHTB/ Tangsal_ Jumlah
Jenis Pajak " | Tahun Pajak "SKPD Kurang Bayar/ . Jatuh Tempo Tunggakan
SKPD Kurang Bayar Tambahan ) Pembayaran Pajak (Rp)
(*) Coret yang tidak perlu Jumlah

(dengan huruf:

Untuk mencegah tindakan panggilan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor : Tahun tentang tata cara pengelolaan bea
perolehan hak.atas tanah dan/atau bangunan, maka diminta kepada Saudara agar
melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender,

-~

Dalam hal Saudara telah melunasi tuxmggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar
Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 . x<’$pa1a DPKKD

SURAT TEGURAN INI. .
SESUDAH BATAS WAKTU - TERSEBUT,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN . .
DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. : - { ‘ )

NIP..

(DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL ;
_ O : Kabypaten Aceh Barat




PEM ERINTAH KAB UPATEN

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAND

nes

130

Meulaboh

Jalan Gajah Mada Telp (0655) 7006013 Fa, (0655) 7551162,

AN KEKAYAAN DAERAH

1165 Email it : pad_acehbaratiu yahoo.com

SURAT KETETAPANPAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TA

KURANG BAYAR (SKPDKB)
NA DAN BANGUNAN

)

Kepada Yth !

Nomor Sdr
Lampiran '
Perihal
Di -
Tempat

1. ‘Berdasarkan Peraturan Bupati

Tanah dan Bangunan terhadap .

atas Tanah dan Bangunan telah dilakuka Pemeriksaan kewaji

Tahun _____ Tentang ’I‘afta-c

ara Pengelolaan Bea Perolehan Hak

ban Pajak Bea Perolehan Hak atas

A. Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak
2, NPWP
3. Alarmat 5. RT/RW
4, Gampong/Desa 6. Kabupaten o
5. Kecamatan : ~ ; : 7. Provinsi L '
| Atas Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan Akta Risalah Lelang/Pendaftaran Hak |
Nomor_ . . : . Tanggal : |
B. OBYEK PAJAK 3
1. NOPPBB . 1] _ ]
[ 2. Lokasi Obyek Pajak _ (] 5. RT/RW T
3. Gampong/Desa ER 6. Kabupaten ]
4. Kecamatan 1| [ 7. Provinsi : ,
lah yang masih harus dibayar adalah

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lai
sebagali berikut ¢

n tersebut di atas, jum

Nilal Perolehan Obyek Pajak (NPOFP)

“Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP}-

Nilaj Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak

Rp.

Pajak yang seharusnya terutang : 5 % x Rp.

Pajak yang seharusnya dibayar {4}

Rp.

Pajak yang telah dibayar tanggal. .

~|ovon| s lopol-)

Diperhitungkan -
a. Pokok STPD " | Rp,

b, Pengurangan Rp.

"¢, Jumlah(a *b) Rp.

d. Dikurangi pokok SKPDLB | Rp.

e. Jumlah (ctd) )

Rp.

8. Jumlah yang dapat diperhitungkan

5. Pajak yang kurang bayar

11. Jumlah yang harus dibayar

10. Sanksi Administrasi berupa Bunga : oo X2 % X Rp. .o

.................................................................

Atas Nama Wajib Pajak .

Atas perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan
Alamat ! '
NOP . :

Nomor SKPDKB

| Tanggal Terbit

Dengan Huruf { v T T T O e L LI

Kepala DPKKD
Kabupaten Aceh Barat

Diterima tanggal :
Qleh :

(reeeeriernenmn e

' Nama lengkap & tanda tangari
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Jalan Gajah Mada Telp (0655) 7006013 Fax. (0655) 7551162, 7551163 Email« pad_acehbaratuyahoo.com
' " Meuwlaboh

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANC BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANA DAN BANGUNAN

)

Kepada Yth !

111. Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun

atas Tanah dan Bangunan telah dilakuka Pemeriksaan kewajiban Pajak Bea Perolehan Hak atas

Nomor Sdr
Lempiran
Perihal
Di -
Tempat
Teritang Ta‘ita Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak .

‘Tanah dan Bangunan terhadap :

C, Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak

2.  NPWP : o

3. Alamat : ' 5. RT/RW_

4., Gampong/Desa : . . 6. Kabupaten :
5, Kecamatan : . ' 7. Provinsi ;
Atas Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan Akta Risalah Lelang/Pendaftaran Hak
Nomor : . Tanggal -
D. OBYEK PAJAK e - ;

1.- NOP PBB L . : :

2. Lokasi Obyek Pajak : : 5. . RT/RW

3. Gampong/Desa : |1 6. - Kabupaten

4, Kecamatan : 7. Provinsi :

1V, Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut : o
1. Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) . ) Rp.
5. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Paja (NPOPTKP) Rp.
3. Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak ' . Rp.
4, Pajak yang seharusnya terutang : 5 % x Rp. - ) Rp.
5. Pajak yang seharusnya dibayar (4 ) ) Rp.
6. . Pajak yang telah dibayar tanggal .
7. Diperhitungkan I
{. Pokok STPD Rp.
g, Pengurangan Rp.
h. Jumlah (a + b) Rp.
i,  Dikurangi pokok SKPDLB | Rp.- -
j. _Jumlah (c*d) Rp.
8.  Jumlah yang dapat diperhitungkan
9. Pajak yang kurang bayar. )
10. Sanksi Administrasi berupa Bunga & ........ x2% X Rp. i Rp.
11, Jumlah yang harus dibayar Rp.
Dengan HUruf oo e T PP TTTPTY .

...................................

. Kepala DPKKD
Kabupaten Aceh Barat

Nomor SKPDKB

Tanggal Terbit (o | ) -

Nama lengkap & tanda tangar

NIP
Atas Nama Wajib Pajak Diterima tanggal :
Atas perglehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Oleh ' -
Alamat : . .
NOP :




LAMPIRAN \%

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 43.a TAHUN 2015

TENTANG '

TATA CARA PENGELOLAAN 'BE'A"PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN"

~ PROSEDUR PENETAPAN LEBIH BAYAR

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Penetapan Lebih Bayar merupakan pengembalian dengan
penetapan SKPDLB oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Aceh Barat atas nama Bupati Aceh Barat.

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
angkah 1
Untuk memperoleh pengembahan kelebman pembayaran pajak, Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Bupati Aceh Barat c.q Kepala Dinas pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten ‘Aceh Barat secara tertuhs dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya : '
a. nama dan alamat wajib pajak;
b. Nomor Objek Pajak (NOP); .
c. -besaran Kkelebihan pembayaran pajak; dan ' :
d. alasan yang jelas dimaksud adalah kesdlahan tuhs dan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekehruan penerapan ketentuan dalam peraturan
~ perundang- undangan perpajakan daerah.
| Dengan melampirkan dokumen pendukung, antara lain :

a. asli SSPD-BPHTB; |
b. fotokopi syrat keputusan keberatan/Putusan Banding atau surat

keputusan pengurangan,
c. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian - Hak:
Baru/Putusan Hakim; dan _
d. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ldenutas lain.
Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
diatas tidak dianggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran sehingga tidak dipertimbangkan.
.Tanda penemmaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat atau



. tahda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda

bukfi penerimaan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

- Langkah 2

Kelebihan pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
Utang pajak adalah pajak yang mas1h dibayar termasuk sanksi admmlstrasi
berupa bunga, denda atau kenalkan yang tercantum dalam surat ketetapan
pajak daerah atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah. Atas dasar persetujuan Wajib
Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut dapat |
diperhitungkan dengan ‘pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak
atas nama Wajib Pajak. Perhitungan tersebut dilakukan dengan pemindah-
bukuan.
angkah 3
Kepala Dmas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh
Barat atas nama Bupati Aceh:Barat harus memberikan keputusan dalam
~ jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dlterlrnanya surat permohonan
. pengembalian. kelebihan pembayaran pajak. .
‘Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembahan kelebihan
pembayaran pajak, Kepala Dmas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
_ Daerah Kabupaten Aceh Barat atas nama Bupati Aceh Barat menerbitkan :
'a. SKPDLB, apabila:-jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib PaJak
lebih besar dari Jumlah pajak yang seharusnya terutang atau t1dak
seharusnya terutang,

b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama bésarnya dengan
‘ jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. ,
Kelebihan pembaryaran yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka

waktu 2 (dua) bulan sejak : o
a. dltelbltkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala Dinas Pengelolaan

- . Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten ‘Aceh Barat atas nama
Bupati Aceh Barat. '

" b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
sehubungan dengan su_i'at keputusan lain . yang menyebabkan
timbulnya kelebihan pembayaran pajak. '

angkah 4 |

Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan oleh Kepala

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat

atas nama Bupati Aceh Barat dengan menerb'itkan Surat Keputusan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak '



@ et = Siias e oS o e b e .

- berdasarkan SKPDLB . atau.- surat keputusan lain yang menyebabkan
timbulnya kelebihan pembayaran pajak 4 ‘

Langkah 5 .
Pengembalian kelebihan pembayaran d1lakukan dengan menerb1tkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
" Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak d1buat dalam rangkap 4 (empat)

dengan peruntukkan sebagai bemkut :

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bank yang ditunjuk.

b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak.

c. Lembar ke-4 untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Aceh Barat. '

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh

Barat atas nama Bupati Aceh Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan

‘Dana (SP2D) sejak diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan

Péjak. Kelebihan. pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau
permohonan banding yang --dikabulkan = sebagian atau seluruhnya
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% -(dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak




LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 43, aTAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN

—~

.PROSEDUR PELAPORAN

A. GAMBARAN UMUM .
Prosedur pelaporan merupakan prosedur pelaporan realisasi

 penerimaan pajak dan akta pemindahan hak.

Fungsi yang membidangi Pajak Daerah, merupakan pihak yang
bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang

© ditunjuk dan/atau Notaris dan/ atau PPAT Dalam prosedur ini Fungsi yang

memb1dang1 pajak daérah berwenang dan bertugas untuk:

. menerima SSPD-BPHTB lembar 4 dari BANK yang ditunjuk;

-  menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dari Notaris dan /atau PPAT; dan

- menylapkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bank yang d1tun3uk melaporkan penenmaan pembayaran pajak dari Wajib

Pajak, prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh

dan/atau PPAT atas setiap akta pernmdahan hak yang telah dxterbltkan

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

B.1. Pelaporan pajak yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

‘Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelufnnya, Bank yang Ditunjuk’ mengérsip

.SSPD_BPHTB lembar 5 atas setiap penemmaan pembayaran pajak dari

Wajib Pajak yang melalui mekanisme. penyetoran ke rekening penerimaan
kas daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD-BPHTB 1embar 5, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota
Kredlt dan membuat Reg1ster SSPD-BPHTB atas setiap penerimaan
pembayaran pajak dan Wa_]lb Pajak. Bank yang d1tunjuk mengars1p SSPD-
BPHTB lembar 3.




-Langkah 3 .
Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara

~"Pener1maan atas setiap penenmaan pembayaran pajak melalui rekemng
‘penerimaan kas daerah.

Langkah 4 .
Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang
Ditunjuk. Bendahara 'Penerimaan kemudién mencatat penerimaan
pajak ke Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan juga
mencatat penerimaan pajak ke dalam Reglster Surat Tanda Setoran (STS).’
Langkah 5 | "

Secara periodik, Bank yang’ ditunjuk menyampalkan Reg1ster SSPD-
BPHTB yang d11ampm dengan SSPD lembar 5 kepada F‘ungs1 yang
membidangi pajak da_erah.

Langkah 6 _
Fungsi yang membidangi pajak daerah menerima Register SSPD-BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 5. B

. B.2. Peiaporan yang, diterima melalui Bendahara Penerimaan
Langkah .
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penenmaan mengarsip
SSPD-BPHTB lembar 5 atas setiap penerimaan pembayaran pajak dari
Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.
Langkah 2 |
Berdasarkan SSPD lembar S dan lembar 6, Bendahara penerimaan
mencatat penerimaan pajak " dalam Buku Penerimaan - dan
Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD- BPHTB ke
dalam Reg13ter SSPD- BPHTB Bendahara Penerimaan mengars1p SSPD-
' BPH’I‘B lembar 5. '

angkah 3 _
Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD-
' BPHTB yang dilampiri dengan SSPD lembar S, Buku Penerimaan dan
_Penyetoran, beserta Register Surat Tanda Setoran (STS) kepada Fungsi yang
membidangi pajak daerah. .

_ Langkah 4 . :
Fungsi yang membidangi pajak daerah menenma Register SSPD- BPHTB

yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 5, Buku Penerimaan dan
Penyetoran, beserta Register Surat Tanda Setoran (STS).



B.3. Pelaporaﬁ Penerbitan Akta-oleh Notaris dan/atau PPAT

Langkah 1 .
Berdasarkan prosedur sebelumnya Notaris dan /atau PPAT menyiapkan' dan

menandatangani Akta’ Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Notaris dan/atau PPAT juga menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dari Wajib
Pajak. '

Langkah .

Notaris dan/atau PPAT membuat Laporan Penerb1tan Akta Pemmdahan
| Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan atas setiap akta yang telah
diterbitkan, |

Langkah 3 _
Notaris = dan/atau PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta

Pemindahan Hak - atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi yang
memb1dang1 Pajak daerah '

' Langkah 4
Fungsi yang membidangi pajak daerah menerima Laporan Penerbitan

© Akta Pemindahan’Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

B.4, Pelaporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Langkah 1
Berdasarkan prosedur-B.1, B.2, dan B.3, maka Fungsi yang membidangi

pajak daerah menerima dokumen berupa Register SSPD- BPHTB, SSPD-
BPHTB lembar 5 Buku Penerimaan dan Penyetoran, Reg13ter Surat
Tanda Setoran, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen- dokumen tersebut, Fungsi yang membidangi paJak

. daerah menyusun Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

" 7. ALAIDINSYAH



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 43.a TAHUN 20 15

TENTANG-
TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

A. FORMAT LAPORAN PENERBITAN AKTA NOTARI DAN/ATAU PPAT

LAPORAN ‘PENERBITAN AKTA NOTARIS DAN/ATAU PPAT
N . . Bulan —.-.......-. Tahun...-...---
' Ai.mr Jenatan PPAT - — ' ‘ - Kepada Yth.
NPWP T ' ' Bupati Acch Barat
‘Daerzh Kega : ) . : . - . * C.q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
: T . : o ' Kekayaan Dacrah Knbupa!m Acch Bamat
NO A  BENTUK NAMA, ALAMAT DAN NPWP ENS | - LzAsg HARGA TRANSAKS! P;*;P;Q : SSP SSPD BPHTB
uruT| | | PERBUATAN | PIHAKYANG . [PHAK YANG oo LETAK TANAH =" PEROLEHAN/PENG : - KET
TGL HUKUM MENGALIBKAN/ MENERIMA HAK DAN BANGUNAN TANAH | BANGUNAN ALIHAN. HAK :}({)&N NIOP | oy | ®p) | T6L | ®P)
1 > : MEMBEBANKAN : . . (Rp.) T. ®Rp)
3 - 5 6 7 8 9 10 11 1 12 B |14 |15 |16 17
__
I

20....

NAMA NOTARIS DAN/ATAU PPAT




PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBI&"AN-AKTA
NOTARIS -DAN/ATAU PPAT :

Diluar Tabel
Nama Notaris
dan/atan PPAT
Alamat

NPWP

Daerah Kerja
Bulan

Tahun

Didalam Tabel
Kolom 1
Kolom 2

- Kbldm 3

Kolom 4
Kolom S

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8
Kolom 9 dan 10

Kolom 12

- Kolom 13

Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17

Kolom 18

: Diisi - luas.

. Mencantumkan keadaan tanah - dan

Nama Notari dan/atau PPAT .yang.bersangkutan.

Alamat Notari dan/atau PPAT yang bersangkutan.
NPW?P Notari dan/atau PPAT yang bersangkutan
Kabupaten Aceh Barat

Bulan bersangkutan.

Tahun bersangkutan.

Nomor urut pengisian tabel _
Nomor berda‘.sarkan- nomor akta yang dibuat Notari
dan/atau PPAT yang bersangkutan. :

." Tanggal pembuatan ‘akta, pengisian menggunakan -

angka. _
Bentuk perbuatan hukum. o
Nama, alamat, dan NPWP - pihak = yang

mengalihkan/memberikan.

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima
(cara penulisan seperti kolom 5).

Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah persertifikat disebutkan jenis,

nomor hak dan: kelurahan /desa

. sesual
_yang tercantum di sertifikat ~

- Hak Milik . =M
- Hak Guna Usaha = U
- Hak Pakai = P

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor
kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut
persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang
bersangkutan. '

Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat

menyebut kelurahan/desa yang bersangkutan. |

tanah dan atau bangunan Yyang
dialihkan/diperoleh/ dibebani.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

(dapat disambung ke bawah sehubungan

terbatasnya lebar kolom) - :

. dengan

. Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum

dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan / pengalihan.
Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)
dan besarnya pembayaran PPh. atas penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunai (data

diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3).

dan besarnya pembayaran BPHTB :
' bangunan



yang
a

o]

diperoleh/ dialihkan dengan keterangan. ;
Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan H
atau ' | '
bangunan. .
Dicantumkan pemer’iuhan kewajiban penyampaian
akta dan dokumen ke Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.. Diisi nomor daftar isian
(pendaftaran) dan atat tanggal' penyampaian.

Diisi hubungan keluarga antara  pemberi

hibah  wasiat ~ dengan ‘penerima hibah
wasiat.




B. FORMAT LAPORAN RISALAH LELANG

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG
Bulan ... Tahun c.ooooo..
Kepada Yth.
Bupati Aceh Barat .
Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat
RISALAH LELANG | PEJABAT HASIL LELANG | BEA LELANG - PPH BPHTB =~ | .
NO - LELANG - - | : " | KETERANGAN
TGL NO | (Rp) | TGLSETOR | (Rp) | TGL SETOR | (Rp) | TGL SETOR | (Rp) | TGL SETOR
10 2 3 4 5 | . 6 | 7 3 9 | 10 11 12 13
................. peeercneenmemeeenn 200l
PEJABAT




PANDUAN PENGISIAN LAPORAN RISALAH LELANG

Diluar Tabel . , ,
Judul Laporan Realisasi Penyelenggaraan Balai Lelang yang.
bersangkutan. '
Bulan . . Bulan bersangkutan.
Tahun . Tahun bersangkutan.
Didalam Tabel
Kolom 1 . Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2 . Tanggal risalah lelang,. ’
Kolom 3 . 'Nomor risalah lelang.
Kolom 4 . Pejabat lelang tempat kedudukan pejabat lelang.
Kolom 5 . Jumlah hasil lelang. '
Kolom 6 . *Tanggal penyetoran hasil lelang
Kolom 7 . Jumlah Bea lelang,
~ Kolom 8 . Tanggal Penyetoran Bea lelang.
Kolom 9 . Jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan.
Kolom 10 . Tanggal penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah
_ dan/atau Bangunan. . 7 -
Kolom 11 . Jumlah BPHTB. ‘
Kolom 12 : Tanggal penyetoran BPHTB. . '
Kolom 13 . Lelang laku, tidak ada penawar, batal atau ditahan.

Catatan : Pengisian Kolom 5, 6, 7 8, 9 10 11 dan 12 dilampiri dengan foto
copy kwitansi Hasil Lelang kepada pem1l1k barang, SSPD BPHTB
dan SSP PPh atas Pengahhan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan. - ,




LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
' NOMOR 43.2 TAHUN 2015 |

TENTANG o

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK'

ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SURAT TEGURAN PE

NYAMPAIAN LAPORAN

Nomor
Lampiran

Perihal : Teguran

Sesuai dehgan

Meulva‘boh

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

© Jalan Gajah Mada Telp (0655) 7006013 Fax. {0635) 7351162, 7531165 Email u . pad_acehbarm'u_\'ahoo.com

srereenn TRRUD

Teennrasenirnnseryene

Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat

Nomo.4 Tahun 2011 Tentang Pajék Daerah sebagaimana. telah dlubah dengan

Qanun Kabupaten
Qanun Kabupaten

Perolehan Hak atas
kami

Maka dengan ini

bulan e UL

administratif berupa

ucapkan terima kasih

PERHATIAN

L Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat
menandatanganl akta pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau, Bbar;‘g‘\‘mnn setelah ok Wajib  Pajek
mel ukti pembayaran pajak.

2, Kspala® Kantor membld elayanan lelan
* negara han daxpgfgﬁ:mndazéﬁnrdszlah lelang 8

Pero ak atas Tanah dan/atau Bangunan
setelah Walib Pajak menyerahkan buktl pembayaran

3 B:ﬁléat Pembuat Akta’ Tanah/Notarls dan -
-Kepala Kantor yang memb le
neg&m. yang me ketentuan
2 dikenakan sanks administratif berupa
sebesar Rp 7.500,000,00 {tujuh Juta tima ratus ribu
rupiah) untuk setiap pelanggaran. .

+) Coret yang tidak perlu

menyampaikan lLaporan pPembuatan Akta/Risalah Lelang )
Tanah dan/atau Bangunan bulan e t@HUNLL

Apabila Saudara ddak menyampaikan Laporan
sebagaimana dimaksud dalam Surat Teguran inj, maka akan dikenakan sanksi
denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk setiap laporan, yang ditagih dengan Surat Tagihan Denda {STD):

Aceh Barat Nomor { Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Aceh Barat Nomor
“Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris
pelayanan lelang negara - melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat setiap

tanggal 10 (sepuluh) bulan berilutnya”.

4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
dan Kepala Kantor yang membidangi

memberikan Teguran kepada

Perolehan Hak Atas
paling lambat tanggal (e

Saudara. agar

dalam jangka waktu

Demikian untuk. dapat dipérhatikan dan dileksanakan, atas perhatianriya kami

-Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat’

- NIP.




LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 43.a TAHUN 2015

TENTANG | -
TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SURAT TAGIHAN DENDA (STD)

) PEMERINTAH KABU PATIEN ACI I BARAT
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jakas Gajah Mada Teip [635) 7006013 Fas, [(655) 7331002, TH3H168 Email & . pag arelibarabe vubin com
’ . Meulaboh
SURAT TAGIHAN DENDA NO URUT

(STD) BULAN ' ' '

TAHUN
NAMA
ALAMAT

TANGGAL JATUH TEMPO

[, Berdasarkan Ketentuan Pasal 93 ayat (2} Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 98 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomo 4
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Kabupaten Aceh Barat. Nomor " Tahun 2011 .tentang Perubahan atas  Qanun
Kabupaten Aceh+Barat Nomor 4 Tahun 2011 téntang Pajak Daerah ditentukan bahwa
“Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat setlap tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya’,

18 Berdasarkan Surat Teguran Nomor... ténggal. ..... bulan..... tahun....... yang telah kami
sampaikan kepada Saudara untuk menyampaikan Laporan Pgmbuatan Akta/Risalah Lelang

N .
) perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ‘bulan oo tahun...... paling
lambat tanggal ... bulan oo tahun ... ., Saudara belum juga mengirimkan
Laporan yang dimaksud sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan Sanksi
Administratif berupa denda yang harus-dibayar sebagai berikut : - : .

1, Jumlah Laporan : , Rp. fivvinna,
2. Sanksi Administratif . o o ‘ RP. vvvvrerereiinininns

a. Denda A : ’ n A Rp. e, N -
3. Jumlah yang harus dibayar (1 x 2a) Rp: v

Dengan Huruf:

PERHATIAN: ' . )
1. Pembayaran atas Sanksi administratif berupa denda dilakukan- pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak Daerah Bukan Pajak (SSPDBP) - . . C
2. . STD dinyatakan LUNAS jika telah disa.hkan/divalidas'i.

Kepald. Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat




..........

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 4%.a TAHUN 2015

GELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK

B ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN (TBP)

-

) DINAS PENGELOLAAN KEU

Jalan Gajah Mada Telp

----------------------------

NPWPD
NAMA NPWP
Alamat Wajib Pajak

Sebagai Pembayaran

[0635) 7006013 Fax. (0655) 7351162, 7551163.Email « : pad_acehbarat-‘u_\'ahoo.con‘
: - Meulaboh o o

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

ANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

0

-------------------------------------------

L heeerireeeeseir RS

Bendahara Penerima.

NIP.

Kode Rekening - | Nama Rekening
]
Tanggal diterima Uang foo.w i
PENYETOR

Lembar 1 ; untuk Wajib Pajak | Penyetor

Lembar 2 : untuk Bendahara Penerima/Pembantu
Lembar 3 : untuk Kasubbag Keuangan

Lembar 4 : untuk Arsip




